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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara
parsial dan simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat
asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 33 Kabupaten/Kota
dan sampel sebanyak 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Data yang
bersumber dari data sekunder vyaitu Laporan Keuangan Pemerintah 33
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017. Hasil dari
penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Sumatera Utara karena perekonomian pemerintah di daerah masih mengalami
ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat, Dana
Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara karena meningkatkan
pengalokasian bentuk pembangunan daerah sehingga pemenuhan akan sarana dan
prasarana daerah semakin cepat terlaksana, Dana Bagi Hasil secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Sumatera Utara karena meningkatnya sumber-sumber daya nasional yang ada di
setiap daerah dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi
Hasil secara simultan berpengaruh bersama-sama terhadap Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Kata Kunci  : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal

Vi



ABSTRACT

This study aims to determine whether the General Allocation Fund (DAU),
Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) have a partial
and simultaneous effect on Capital Expenditures in the District / City
Governments in North Sumatra. This research uses quantitative methods that are
associative in nature. The population used in this study is 33 regencies / cities and
a sample of 33 regencies / cities in North Sumatra. Data sourced from secondary
data are the Government Financial Statements of 33 Regencies / Cities in North
Sumatra from 2013 to 2017. The results of this study indicate that the General
Allocation Fund partially has a significant effect on District / City Government
Capital Expenditure in North Sumatra due to the government's economy in
regions that are still experiencing very high financial dependence on the central
government, the Special Allocation Fund partially has a significant effect on
District / City Government Capital Expenditures in North Sumatra because it
increases the allocation of regional development forms so that the fulfillment of
regional facilities and infrastructure is carried out more quickly. The results
partially have a significant effect on the District / City Government Capital
Expenditure in North Sumatra due to the increase in national resources in each
region and the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue
Sharing Fund simultaneously influence together on District / City Government
Capital Expenditures in North Sumatra.

Keywords  : General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue
Sharing Fund And Capital Expenditures
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2001, Indonesia melakukan otonomi daerah. Otonomi daerah
merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka
pemerintah pusat melakukan perubahan sistem ekonomi dengan mempercayakan
pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, ada beberapa
pendapatan yang masih dikelola oleh pusat yang nantinya akan dikembalikan ke
masing-masing daerah berupa dana transfer.

Dana transfer merupakan dana yang dikirim dari pemerintah daerah ke
provinsi. Dana transfer terdiri dari transfer dana perimbangan, transfer dana
otonomi khusus dan transfer dana penyesuaian. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah
memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer
dana. Bentuk transfer ke daerah tersebut dalam bentuk dana perimbangan. Dana
Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan
perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer sangat berperan terhadap



belanja modal, karena jika jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dikurangi
maka menyebabkan belanja modal menurun sehingga ketergantungan pemerintah
daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari
pemerintah pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum maka
semakin tinggi nilai Belanja Modal sehingga akan mempengaruhi peningkatan
alokasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Semakin
tinggi nilai alokasi Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi nilai anggaran
Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus juga cenderung akan menambah aset
tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik
(Tampubolon, 2011).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Zainuddin, 2012). Jika alokasi Dana Bagi Hasil
semakin tinggi maka semakin tinggi nilai anggaran Belanja Modal, begitu pun
sebaliknya jika alokasi Dana Bagi Hasil rendah maka semakin rendah pula nilai

anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan karena masih tingginya



ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Belanja Modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi (Abdul, 2012). Menurut Abdul (2012), Belanja Modal
adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang
menghasilkan output berupa aset tetap.

Berikut ini adalah data Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil dan Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (000 rupiah)

Tahun Realisasi Realisasi Realisasi Dana Aggéigzn
DAU DAK DBH Perimbangan Modal
2013 | 1.223.445.404 54.823.448 | 432.333.704 | 1.710.602.556 760.722.419
2014 | 1.349.132.276 59.728.388 | 403.778.317 | 1.812.638.981 | 1.145.972.229
2015 | 1.139.261.371 47.746.881 | 334.244.917 | 1.521.253.168 932.244.349
2016 | 1.604.505.673 | 3.103.684.863 | 511.083.219 | 5.219.273.756 | 1.019.855.143
2017 | 2.629.224.545 | 3.838.053.061 | 460.857.334 | 6.928.134.940 | 1.919.452.036

Sumber:sumut.bps.go.id (Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013-2017)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana transfer
pemerintah pusat terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6.928.134.940,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap
dana transfer pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah belum dapat
mengelola potensi yang ada di suatu daerah. Meningkatnya belanja modal pada
tahun 2017 sebesar 1.919.452.036, sehingga hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja modal.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan
skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis
mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Jumlah dana transfer pemerintah pusat terjadi peningkatan pada tahun 2017
sebesar 6.928.134.940, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah
daerah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga
pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah.

b. Meningkatnya belanja modal pada tahun 2017 sebesar 1.919.452.036,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar

mengeluarkan belanja modal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar
pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang
diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh
dana transfer pemerintah pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2013-2017.



C. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka perumusan
masalah yang dibahas penulis adalah :
1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja

Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini
ini bertujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara?

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus
(DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Sumatera Utara?



c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH)
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara?

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara
simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Sumatera Utara?

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi untuk memperkuat
hasil pnenelitian sebelumnya dan menjadi dasar kajian berikutnya tentang
dana transfer pemerintah pusat terhadap belanja modal.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi pemerintahan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diharapkan
sebagai masukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.
2) Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
penulis tentang dana transfer terhadap belanja modal.
3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan

referensi bagi peneliti berikutnya.



E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mohammad Sarif
(2017), Universitas Tadulako Sulawesi Tengah yang berjudul “Pengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014”. Sedangkan penelitian ini
berjudul “Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang
terletak pada :

1. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel
bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, serta 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu
Belanja Modal. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel
bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana
Bagi Hasil, dan 1 (satu) variabel terikat () yaitu Belanja Modal.

2. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017, sedangkan
penelitian ini tahun 2019.

3. Lokasi Penelitian : lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota di
Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

4. Model Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier
berganda sedangkan dalam penelitian ini juga menggunakan model regresi

linier berganda.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan suatu
sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil dan transparan
berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang perimbangan keuangan yang merupakan aspek penting dalam sistem
perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan juga untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama dalam peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang
berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan
Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah
daerah (APBD). Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan yang terdiri
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi

Hasil (DBH). Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah



melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah
dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pendapatan asli daerah dan
dengan melihat kenyataannya bahwa kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan
daerah dalam membiayai kebutuhan tersebut sangat bervariasi sehingga dana
perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan
merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah yang
merupakan seluruh dari total Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kang (2012:84), Dana Alokasi Umum
(DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan keuangan antar
daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah
yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai
sumber penerimaan yang sangat penting dalam anggaran penerimaan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Dana Alokasi
Umum sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan
kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Dana Alokasi Umum tersebut
dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan salah satu

komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan
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pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian Dana Alokasi Umum tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang alokasinya untuk

mendanai kebutuhan daerah dan juga sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum, adapun prinsip-pirinsip dasar

Dana Alokasi Umum Menurut Nordiawan (2011), adalah :

a.

Kecukupan
Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem Dana Alokasi Umum harus
memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah.

. Netralitas dan Efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa
sehingga efeknya memperbaiki harga relatif dalam perekonomian daerah.
Sedangkan efesiensi artinya sistem alokasi dana alokasi umum yang tidak
boleh menciptakan distori dalam struktur harga input, untuk itu sistem
alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrument financial alternatif
relevan yang tersedia.

. Akuntabilitas

Penggunaan Dana Alokasi Umum terhadap dana fiskal sebaiknya dilepas
ke daerah, karena peran daerah sangat dominan dalam penentuan arah
lokasi, maka peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD),
pers dan masyarakat di daerah yang bersangkutan sangat penting dalam
proses penentuan anggaran yang perlu dibiayai oleh Dana Alokasi Umum.

. Relevansi

Sistem Dana Alokasi Umum yang harus mengacu pada tujuan pemberian
alokasi sebagaimana dalam Undang-Undang. Dana Alokasi Umum
ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan,
hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus
dicapai.

. Keadilan

Sistem Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan
desentralisasi.

Objektivitas dan Transparansi

Sistem alokasi yang baik harus didasarkan pada upaya untuk
meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi Dana
Alokasi Umum harus dibuat sejelas mungkin formatnya dan formulanya
dibuat setransparan mungkin.
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g. Kesederhanaan
Rumusan Dana Alokasi Umum tidak boleh terlalu kompleks (harus
sederhana), sehingga sulit dimengerti orang. Namun tidak boleh juga
terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan
ketidak-adilan.

Dana Alokasi Umum untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan Kkriteria
tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadaan yang selaras
dengan penyelengaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan dana
alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang. Jumlah keseluruhan
Dana Alokasi Umum ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya
26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

2) Proporsi dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung
dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

3) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah
kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi
umum sebagaimana ditetapkan.

Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang
terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah selisih antara
kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Dimana kebutuhan fiskal daerah
merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan
dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengetasan
kemiskinan). Sedangkan alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar Gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi

daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh
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dana alokasi umu yang relatif kecil. Sebaiknya jika suatu daerah potensi fiskalnya
kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi
Dana Alokasi Umum vyang relatif besar. Formula yang digunakan dalam
perhitungan Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

DAU =CF + AD
Keterangan:
DAU = Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)
AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah)

Menurut Renyowijoyo (2010) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal
diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah
dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan
pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah
daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya.
Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan
pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening
umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum
dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah,
luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan
masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah

yang belum berkembang dapat diperkecil.
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3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk
membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau
untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Renyowijoyo (2010) Dana
Alokasi Khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah
Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan
sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi
kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya
khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan
rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau
prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki
pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal (BM), karena Dana Alokasi Khusus
ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna
meningkatkan pelayanan publik (Tampubolon, 2011).

Menurut Undang-Undang yang baru, wilayah yang menerima Dana
Alokasi Khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari Dana
Alokasi Khusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus
dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah
dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana

penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima Dana
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Alokasi Khusus, karena Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk pemerataan dan
untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas
nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian
dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan
daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi
khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah
dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan
lingkungan hidup (Santoso, 2014). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus
ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kegiatan
khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus diusulkan oleh Menteri
Teknis dan baru ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
sesuai dengan renja Pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut
disampaikan kepada Menteri Keuangan. Setelah menerima usulan kegiatan
khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi Dana Alokasi
Khusus, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus. Daerah
tersebut harus memenuhi kriteria umum, Kkriteria khusus, dan kriteria
teknis.

b. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah
yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum,

kriteria khusus, dan kriteria teknis.
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Menurut Suryantini (2017), penetapan jumlah Dana Alokasi Khusus dan
alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran
DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan (Depkeu),
Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), dan Departemen teknis yang bidang tugasnya menerima.
Meskipun mekanisme penetapan Dana Alokasi Khusus melibatkan beberapa
lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah Dana Alokasi Khusus dan
alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan teori dana alokasi khusus, maka dapat disimpulkan dana
alokasi khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi
kebutuhan khusus. Tiga kriteria khusus yang ditetapkan dalam undang-undang
yang berlaku:

a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus Dana

Alokasi Umum (DAU).

b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dalam penghijauan oleh

daerah penghasil.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi (Zainuddin,2012). Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam APBN

untuk daerah-daerah tertentu dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan
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urusan daerah dan termasuk dalam prioritas nasional. Dalam beberapa tahun
berjalan proporsi Dana Bagi Hasil terhadap penerimaan daerah masih cukup
tinggi, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil yang di transfer
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Bagi

Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).

a. Dana Bagi Hasil Pajak
Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil
berdsarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak
terdiri atas:
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan
imbangan 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah. Bagian untuk
daerah 90% dibagi dengan rincian 16,2 % untuk provinsi, 64,8% untuk
kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan bagian
pemerintah yang 10% dialokasikan untuk seluruh kabupaten/kota, dengan
rincian 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota, dan
3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.
2) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 80% dengan rincian

16% untuk daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum
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Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan

ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian

pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan sama rata untuk
seluruh Kabupaten/Kota.
3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan

imbangan sebesar 20% dengan rincian 8% untuk Provinsi dan 12% untuk

Kabupaten/Kaota.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan
realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan dengan 3 tahap
yaitu bulan April, Agustus dan November. Sedangkan Penyaluran Dana Bagi
Hasil Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal
21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan
Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan. Penetapan
alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana Bagi
Hasil pajak itu sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas

umum negara ke rekening kas umum daerah.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah bagian daerah
yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan
pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)

terdiri atas:
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1) Sumber Daya Alam Kehutanan
Penerimaan dari sektor Kehutanan yang diperoleh dari penerimaan luran
Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
yang dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk
daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana reboisasi dibagi
dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

2) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum
Penerimaan diperoleh dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran
eksplorasi dan iuran eksploitasi. Penerimaan pertambangan umum yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan
imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3) Sumber Daya Alam Perikanan
Penerimaan dari sektor perikanan yang diperoleh dari penerimaan
pungutan pengusahaan perikanan yang dibagi dengan imbangan 20%
untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.

4) Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi
Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi ang diperoleh dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya, dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan
15,5% untuk daerah.

5) Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi
Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi yang diperoleh dari

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
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pungutan lainnya, dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan
30,5% untuk daerah.
6) Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi
dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangaan panas bumi yang
dibagikan kepala daerah sebesar 80% dengan imbangan 16% untuk
provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan

32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pusat dan daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli
daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Pendapatan Asli daerah dihitung dengan rumus :
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan
asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah atas potensi sumber
yang sah dan dibagi kepada empat komponen yakni pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

6. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset daerah dan
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan
pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Abdul (2012), Belanja
modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang
menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang
dihasilkan tidak langsung dimanfaatkan. Pada kenyataannya, beberapa proyek
fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh
aparatur atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi
pelayanan publik.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral
Anggaran Tahun 2010, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang
digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan di pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan
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belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan
akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah
belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja
administrasi  umum. Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk
pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja
modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan,irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik
lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa,
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari
klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam
kelompok belanja langsung, dimana belanja modal digunakan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap yang
memberikan manfaat lebih dari satu tahun, termasuk di dalamnya pengeluaran
untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa
manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Apriliawati (2016:107), ”Belanja modal dikategorikan dalam 5
kategori utama yaitu”:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan

untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama dan

sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah,
pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan
perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap
pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang

digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan
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manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya
yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan
termasuk untuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah
kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap
pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya
yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian,
peningkatan pembangunan serta perawatan, dan termasuk untuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan,
irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan
jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang
digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian pembangunan,
pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke
dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini
adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang
kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan
tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Terdapat beberapa penelitian dan pendapat mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi belanja modal. Menurut Huddleston (2015), faktor utama yang
mempengaruhi belanja modal adalah kualitas Sumber Daya Manusia, pemahaman
mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang
atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (revenue), belanja dan
pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala

dan terus menerus.



B. Penelitian Terdahulu

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Adapun

penelitian-penelitian
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sebelumnya yang berkaitan dengan

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul Variabel Mod_e] Hasil penelitian
Analisis
1 Apriliawati | Pengaruh PAD | X; =PAD Regresi Berdasarkan hasil
(2016) dan DAU X2 = DAU Linier pengujian yang dilakukan
Terhadap Berganda | menunjukkan bahwa: 1)
Belanja Daerah | Y = Belanja Pendapatan Asli Daerah
Pada daerah berpengaruh positif
Kabupaten/Kota terhadap Belanja Daerah
Jawa Timur. pada pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur. 2)
Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif
terhadap Belanja Daerah
pada pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur. 3)
Telah terjadi flypaper
effect pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur.
2 Santoso Flypaper Effect | X, =PAD Regresi Hasil penelitian
(2014) Pada X, = DBH Linier menunjukkan
Pengelolaan X3 = DAU Berganda | PAD, DBH, dan DAU
Keuangan secara bersama-sama
Daerah Di Y = Belanja berpengaruh signifikan
Provinsi daerah terhadap Belanja Daerah
Lampung (BD) kab/kota di Provinsi

Lampung ; secara parsial
PAD dan DAU
berpengaruh signifikan
dan mempunyai hubungan
yang positif terhadap
Belanja Daerah kab/kota
di Provinsi Lampung,
sedangkan variabel DBH
secara statistik tidak
berpengaruh terhadap
Belanja Daerah kab/kota
di Provinsi Lampung.
Nilai koefisien DAU lebih
besar dari nilai koefisien
PAD dan keduanya
signifikan, hal ini
menunjukkan telah terjadi
flypaper effect pada
Belanja Daerah kab/kota
di Provinsi Lampung.




24

3 Oktavia Flypaper Effect: | X1 = PAD Regresi Hasil penelitian
(2015) Fenomena X2 = DAU Linier menunjukkan bahwa
Serial Waktu Berganda | Pendapatan asli daerah
Dan Lintas Y = Belanja (PAD) dan dana alokasi
Kabupaten Kota | daerah umum (DAU) secara
Di Jawa Timur umum berpengaruh positif
2003-2013. terhadap belanja daerah
(BD). Hasil pengujian
untuk runtun waktu
menunjukkan bahwa
dengan data tahun 2003-
2013 terjadi flypaper
effect
yang ditunjukkan dengan
pengaruh DAU lebih
signifikan terhadap
Belanja Daerah dari pada
pengaruh PAD terhadap
Belanja Daerah.
4 Suryantini The Influence X1 =DAU Regresi Hasil penelitian
(2017) Of Dau X2 = DAK Linier menunjukkan bahwa
(General Berganda | DAU berpengaruh positif
Allocation Y = Belanja terhadap belanja daerah
Fund) And Dak | daerah (BD).
(Special
Allocation
Fund) On
Capital
Expenditure Of
Bali Province.
5 Panggabean | Flypaper effect | X;=DAU Regresi Hasil penelitian
(2014) pada X2 = DBH Linier menunjukkan bahwa
unconditional X3 =Pendapatan | Berganda | Dana Alokasi Umum,
grant Dan Asli Daerah Dana Bagi Hasil dan
pendapatan asli Pendapatan Asli Daerah
daerah terhadap | Y = Belanja secara
Belanja daerah | daerah simultan berpengaruh

kabupaten/kota
Di Provinsi
Sumatera Utara.

terhadap Belanja Daerah.
Dana Alokasi Umum,
Dana Bagi Hasil dan
Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh

secara parsial terhadap
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara
dan

terjadi Flypaper Effect
pada Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi
Hasil terhadap Belanja
Daerah.

Sumber : Penulis, (2019)
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C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan/kaitan antara konsep
satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka
konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik

yang akan dibahas.

1. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan
keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi
kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian
di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN,
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa
Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan

secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

2. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan dari APBN
terhadap daerah khusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk
mendorong percepatan pembagunan dan perkembangan daerah. Apabila daerah
akan melakukan kegiatan yang menggunakan alokasi belanja modal, tidak
sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Umum maka dana yang

digunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Meningkatnya belanja modal
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akan meningkatkan pengalokasiannya dalam bentuk pembangunan daerah

sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana daerah semakin cepat terlaksana.

3. Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan Bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil
(DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan
pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di
daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Dari rumusan ini, maka peningkatan
Dana Bagi Hasil di setiap daerah sangat ditentukan oleh sumber-sumber daya
nasioanal yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat kerangka konseptual dari

penelitian sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum

(X1)
Dana Alokasi Khusus »  Belanja Modal
(X2) v (Y)

A

Dana Bagi Hasil (X3)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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D. Hipotesis
Menurut Sugiyono (2013:96), mengemukakan bahwa hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh
terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera

Utara.



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

asosiatif.

BAB Il

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat

Menurut Sugiyono (2017:8),

“Penelitian kuantitatif merupakan

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

pada

populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument

penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan

memperoleh data dari situs web Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan

bulan Oktober 2019 yang dapat dilihat dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No

Aktivitas

Tahun 2018-2019

Des | Jan
2018 | 2019

Feb
2019

Maret
2019

April
2019

Mei
2019

Juni
2019

Juli
2019

Agust
2019

Sept
2019

Okt
2019

Riset Awal/Pengajuan
Judul

Penyusunan Proposal

Seminar Proposal

Perbaikan/Acc Proposal

Pengolahan Data

Penyusunan Skripsi

~N | (0| [W(N |-

Bimbingan Skripsi

8

Sidang meja hijau

Sumber : Diolah Penulis, 2019
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C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data
1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek
yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari,
dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota dengan menggunakan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel
pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:68)
teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua

anggota populasi menjadi sampel yaitu 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Adapun sumber data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dari

tahun 2013 sampai tahun 2017.



30

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diteliti. Penelitian ini
menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X1), Dana
Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3) dan variabel terikatnya yaitu Belanja

Modal ().

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur
secara operasional di lapangan. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari
konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya, yang ada dilapangan. Untuk
memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka

perlu diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:



Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel
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No | Variabel Indikator Deskripsi Skala
Dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang
) _ | dialokasikan dengan tujuan
Dana ch:arah,?\:l_otalsuu'gl]ulr(n = | untuk pemerataan kemampuan
Alokasi elah Fiskal + Al0Kas | keuangan antar daerah untuk .
1 U Dasar biavai kebutuh Rasio
mum (Arbie Gugus Wandira membiayal kebutuhan
(X1) 2013) pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
(Sumber : Arbie Gugus
Wandira 2013)
Dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu sesuai
Dana Alokasi Khusus = | dengan prioritas nasional untuk
Dana Keuangan Daerah dari | membantu mendanai kegiatan
Alokasi penerimaan APBD — | khysus dan mendanai
2 Belanja Pegawai Negeri | yahytuhan sarana dan prasarana | Rasio
Khusus Sipil Daerah pelayanan dasar masyarakat
(X2) (Ikhwan Prasetya 2015) .
yang belum mencapai standar
tertentu aatau untuk mendorong
percepatan pembangunan
daerah. (Sumber : Ikhwan
Prasetya 2015)
Daga Bagi Has:DI ggjak = | Dana yang yang bersumber dari
enerimaan +
Penerimaan BPHTB + pgndapa'_[an APBN yang
Penerimaan Pajak dialokasikan kepada daerah
Dana Penghasilan berdasarkan angka persentase
Bagi _Dak“a Bagkl) Hasil BUklan untuk mendanai kebutuhan
3 Hagil Pajak (Sumber Daya flam) | gaerah dalam rangka Rasio
(X3) Kehutanan + Pertambangan | P€laksanaan desentralisasi.
Umum + Perikanan + (Sumber : Ikhwan Prasetya
Pertambangan Minyak Bumi 2015)
+ Pertambangan Gas Bumi +
Pertambangan Panas Bumi
(Ikhwan Prasetya 2015)
_ | Pengeluaran pemerintah daerah
Belanja Modal = Belanja | yang manfaatnya melebihi satu
Tanah + Belanja tahun anggaran dan akan
Pére;latgn gag Meso:n * | menambah aset daerah dan
Belanja clanja Ledung dan | qe1aniytnya akan menambah
Bangunan + Belanja . . . .
4 Modal L belanja yang bersifat rutin Rasio
Jalan, Irigasi dan e .
(Y) seperti biaya pemeliharaan pada

Jaringan + Belanja Aset
Lainnya
(Gunawan Simanjuntak
2010)

kelompok belanja administrasi
umum.

(Sumber : Gunawan
Simanjuntak 2010)
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah

data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data
1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah,
menyajikan dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Menurut Sugiyono,
(2017), “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum,
minimum, sum, range, Kkurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)”.
Berdasarkan data olahan SPPS maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai

minimun, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus
dipenuhi pada analisis regresi linier.
a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal.
Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas
dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan
pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika

penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.
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b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau atau
tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu
model regresi linier berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu
model. Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan
terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel
bebas yang lainnya.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu : Jika nilai
Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 (atau dibawah 10) dan nilai
Tolerance tidak kurang dari 0,1 (di atas 0,1), maka model dapat dikatakan
terbebas dari multikolinieritas VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance

=1/10 = 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi
pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam
suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel
pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode
sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi
linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di

bawah angka 2.
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3. Regresi Linier Berganda

Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh
dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja
modal adalah model ekonometrik dengan teknik analisis menggunakan model
kuadrat terkecil biasa.
Model persamaanya adalah sebagai berikut:

Y =a + B1X1+ RB2X2 + R3X3 + €

Keterangan :

Y = Belanja Modal (Dependent Variabel)

a = Konstanta

R = Koefisien Regresi Berganda (Multiple Regression)

X1 = Dana Alokasi Umum (Independent Variabel)

Xo = Dana Alokasi Khusus (Independent Variabel)

Xz = Dana Bagi Hasil (Independent Variabel)

€ = Error term/Tingkat Kesalahan

4. Uji Kesesuaian (Test Goodness Of Fit)
a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas yaitu dana
alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap variabel terikat
yaitu belanja modal. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang

diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:



1)

2)

3)
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Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal

HO : Py = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap belanja modal.

Ha : P1 # 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap
belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :
Terima HO (tolak Ha), apabila thitung < ttanel atau Sig t > a 5%.

Tolak HO (terima Ha), apabila thitung > traver atau Sig t < a 5%.

Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal

HO : Py = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap belanja modal.

Ha : P: # 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap
belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :
Terima HO (tolak Ha), apabila thitung < traper atau Sig t > a 5%.

Tolak HO (terima Ha), apabila thitung > tapel atau Sig t < a 5%.

Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal

HO : Py = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap belanja modal.

Ha : P: # 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap
belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :
Terima HO (tolak Ha), apabila thitung < tranel atau Sig t > a 5%.

Tolak HO (terima Ha), apabila thitung > tranel atau Sig t < a 5%.
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b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum,
dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal pada tingkat kepercayaan (Confidence Interval) atau level

pengujian hipotesis 5% dengan uji F menggunakan rumus statistik:

(n-(K-1)
F=RZ ——
(1-R)(K)
Keterangan :
R = Koefisien korelasi berganda
K = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah sampel

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

HO : B: = B2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan
(dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja
modal).

Ha : minimal 1 # 0, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (dana
alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal).
Terima HO (tolak Ha), apabila Fhitung < Ftaber atau Sig F > a 5%.

Tolak HO (terima Ha), apabila Fhitung > Franel atau Sig F < a 5%.

c. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien
determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu

variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.
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Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi
terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0
dan 1, jika hasil lebih mendekati angka O berarti kemampuan variabel-variabel
bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati
angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu
pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi
seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di
kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional
Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi
yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi
Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif
yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur,
dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa
Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948
selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di
Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.l. Nomor 22/Pem/PDRI pada
tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya

dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.l. pada tanggal 17 Desember 1949,

38
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dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian,
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950
pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali
Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah
Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian

menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Deskripsi Variabel
Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian dana alokasi umum (DAU),

dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan belanja modal.



Tabel 4.1
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Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Sumatera Utara (2013 - 2017)

No | Pemerintahan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kab. Asahan 733.671.988| 795.350.930| 817.746.952| 891.149.644| 875.860.020
2 | Kab. Batu Bara 517.734.102 | 591.720.062 | 578.874.665| 613.326.596| 602.464.355
3 | Kab. Dairi 512.477.041| 532.723.259| 560.602.194 | 623.702.235| 612.745.792
4 Kab. Deli

Serdang 1.260.755.135 | 1.363.811.250 | 1.396.297.620 | 1.494.821.153 | 1.468.561.952

Kab. Humbang

Hasundutan 440.919.622| 486.879.858| 511.805.111| 533.184.787| 523.818.445
6 | Kab. Karo 625.822.348 | 686.834.562 | 697.458.392| 751.581.176| 738.378.312
7 Kab. Labuhan

Batu 520.457.519 | 561.476.208 | 593.025.840| 696.646.309| 684.408.474
8 Kab. Labuhan

Batu Selatan 400.566.653 | 450.151.264 | 427.015.380| 513.547.168| 504.525.796
9 Kab. Labuhan

Batu Utara 457.714.720 | 503.053.678| 531.602.310| 592.813.148| 588.021.836
10 | Kah. Langkat 982.658.132 | 1.039.650.946 | 1.099.486.754 | 1.200.481.463 | 1.179.392.864
11 Kab. Mandailing

Natal 625.543.432 | 692.133.576| 722.942.098| 788.477.434| 777.487.741
12 | Kab. Nias 336.470.399 | 347.698.829 | 365.879.139| 440.147.010| 425.974.369
13 | Kab. Nias Barat 251.631.634 | 279.674.672| 301.537.799| 346.451.709| 344.492.409
14 Kab. Nias

Selatan 422.944.097 | 462.793.387| 468.405.844 | 540.753.627 | 538.282.603
15 | Kab. Nias Utara 294.071.932 | 355.354.627 | 359.841.943| 410.931.632| 411.036.299
16 Kab. Padang

Lawas 371.650.111 | 408.043.834| 427.773.483| 525.047.157| 520.974.737
17 Kab. Padang

Lawas Utara 387.954.949 | 418.726.923 | 444.806.362 | 542.199.556| 537.469.609
18 Kab. Pakpak

Barat 273.598.951 | 313.591.345| 326.899.366| 342.284.663| 338.611.130
19 | Kab. Samosir 384.760.680 | 441.619.455| 447.470.935| 459.549.788| 453.737.230
20 Kab. Serdang

Bedagai 628.900.240 | 698.412.747 | 720.551.907 | 774.457.677| 763.717.409
21 | Kab. Simalungun | 977.808.611 | 1.077.985.764 | 1.084.973.726 | 1.230.816.187 | 1.209.194.704
29 Kab. Tapanuli

Selatan 517.342.688 | 572.097.968 | 592.764.058| 654.669.272| 644.304.467
23 Kab. Tapanuli

Tengah 491.010.818| 541.491.907| 558.241.964 | 633.513.831| 622.385.030
24 Kab. Tapanuli

Utara 552.463.211| 596.841.256| 616.216.474| 650.827.006| 639.394.068
25 Kab. Toba

Samosir 423.292.453 | 495.377.257| 506.843.572| 171.553.711| 528.490.802
26 | Kota Binjai 477.553.537| 526.069.678| 541.895.577| 574.469.158| 564.377.582

Kota
27 Gunungsitoli 356.042.897 | 383.524.614 | 397.362.423| 434.259.520| 426.630.977
28 | Kota Medan 1.270.244.794 | 1.393.504.580 | 1.232.071.365 | 1.611.940.995 | 1.583.624.375

Kota
29 Padangsidimpuan | 423.251.346| 470.353.368| 481.834.636| 507.686.451| 498.768.033

Kota
30 Pematangsiantar 492.115.399 | 519.435.661| 536.792.310| 593.532.667 | 583.106.207
31 | Kota Sibolga 338.507.471| 371.812.825| 380.075.078| 412.805.887| 405.554.215

Kota
32 | Tanjungbalai 369.246.576 | 387.250.055| 398.405.838| 418.170.504| 415.172.063
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33

Kota Tebing
Tinggi

368.586.756

385.030.433

400.236.724

432.437.231

423.310.733

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel dana alokasi umum nilai

minimum pada Kabupaten Nias Barat tahun 2013 sebesar 251.631.634 dan nilai

maksimum pada Kota Medan Tahun 2016 sebesar 1.611.940.995.

Tabel 4.2

Perkembangan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Sumatera Utara (2013 - 2017)

No | Pemerintahan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kab. Asahan 79.875.480 67.954.340 97.806.930 | 225.164.737| 205.086.866
2 | Kab. Batu Bara 42.178.640 51.819.020 63.980.110 | 221.204.709 | 155.854.157
3 | Kab. Dairi 61.125.590 48.992.230 52.697.240| 147.231.283| 160.824.790
4 Kab. Deli

Serdang 81.867.590| 104.687.700| 117.332.680| 408.339.325| 459.510.224

Kab. Humbang

Hasundutan 50.779.570 56.959.620 57.149.880 | 154.631.301| 182.472.668
6 | Kab. Karo 48.120.130 56.292.580| 134.739.060| 264.788.889| 203.005.321
7 Kab. Labuhan

Batu 49.738.450 40.224.710 76.928.200 | 248.958.333| 176.514.566
8 Kab. Labuhan

Batu Selatan 53.225.680 52.260.820 03.295.670 | 155.867.360| 142.379.982
9 Kab. Labuhan

Batu Utara 48.433.300 46.487.070 76.482.700 | 185.996.231| 226.696.697
10 | Kab. Langkat 81.165.730 67.162.550| 146.253.880| 366.784.373| 411.765.101
1 Kab. Mandailing

Natal 38.791.268 59.875.530 78.265.060 | 236.585.151| 246.755.351
12 | Kab. Nias 64.603.150 72.092.260| 148.939.010| 168.440.788| 162.194.939
13 | Kab. Nias Barat 42.168.069 49.384.690 71.201.600 57.230.941| 152.138.174
14 Kab. Nias

Selatan 101.799.850 90.900.704 | 127.206.270| 155.744.384| 218.308.382
15 | Kab. Nias Utara 56.382.660 73.951.130| 137.399.070| 134.322.395| 132.618.539
16 Kab. Padang

Lawas 31.082.900 34.723.910 71.711.040| 150.283.048| 148.093.786
17 Kab. Padang

Lawas Utara 36.311.060 36.461.510 45.656.470| 152.839.515| 148.837.538
18 Kab. Pakpak

Barat 54.005.910 62.184.950 75.644.960 81.437.072 79.655.950
19 | Kab. Samosir 33.547.500 46.700.960 59.783.850 | 113.705.971| 167.496.458
20 Kab. Serdang

Bedagai 68.230.650 69.564.970| 108.385.640| 259.240.617| 224.241.954
21 | Kab. Simalungun 80.773.970 78.063.890 99.997.710| 334.728.653| 404.798.656
29 Kab. Tapanuli

Selatan 54.321.700 63.547.730| 107.393.930| .215.046.722| 160.298.989
23 Kab. Tapanuli

Tengah 83.254.250 75.689.840| 174.579.680| 198.187.850| 209.061.015
24 Kab. Tapanuli

Utara 55.778.010 48.316.860| 123.348.680| 217.153.190| 160.718.193
25 Kab. T.oba

Samosir 46.036.240 67.784.130 78.487.330 0| 207.841.807
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26 [ Kota Binjai 10.655.758|  31534.230| 40.555.310| 141.490.578| 100.753.504
Kota

27 | Gunungsitoli 31781.842 | 32.231.500| 83.927.720| 165.087.141| 108.751.821

28 | Kota Medan 62.016.918 |  74.109.590 0|  64.640.564| 339.823.905
Kota

29 | padangsidimpuan | 39.957.160|  38.329.260|  46.804.080 | 138.084.975| 156.530.353
Kota

30 | pematangsiantar | 41.399.700| 32.662570| 50.467.450| 129.325.770| 119.183.584

31 | Kota Sibolga 20.474.070|  33.880.280| 90.670.040| 100575.079|  70.813.424
Kota

32 | Tanjungbalai 28.391.040| 34.027.320| 29.526.528| 115.756.451| 83.066.047

33 Kota Tebing
Tingg 36.283.080| 36.231.720| 48.429.780| 125558.944| 143.607.096

Pada tabel 4.2 di atas diketahui dari variabel dana alokasi khusus nilai

minimum pada Kota Medan tahun 2015 dan Kabupaten Toba Samosir tahun 2016

sebesar 0, serta nilai maksimum pada Kabupaten Simalungun Tahun 2017 sebesar

404.798.656.

Tabel 4.3
Perkembangan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera

Utara (2013 - 2017)

No | Pemerintahan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kab. Asahan 65.080.517 55.292.507 49.487.454 72.025.985 56.352.184
2 | Kab. Batu Bara 37.134.469 25.312.324 22.715.298 30.497.100 23.679.312
3 | Kab. Dairi 26.543.641 21.222.457 16.943.346 19.793.535 16.430.938
4 Kab. Deli

Serdang 59.103.519 56.172.938 51.641.197 70.843.988 59.487.838

Kab. Humbang

Hasundutan 27.314.424 19.846.200 24.506.111 29.324.666 13.642.099
6 | Kab. Karo 30.126.518 18.584.342 17.890.003 23.685.827 17.886.341
7 Kab. Labuhan

Batu 50.834.309 39.596.116 37.330.634 59.865.596 47.660.136
8 Kab. Labuhan

Batu Selatan 56.839.085 45.319.281 51.483.189 62.138.208 45.629.961
9 Kab. Labuhan

Batu Utara 35.305.108 31.872.396 29.317.284 38.089.549 24.754.073
10 | Kab. Langkat 169.455.342 | 153.484.922| 142.824.910| 165.451.599| 183.357.717
1 Kab. Mandailing

Natal 38.094.758 53.672.086 55.639.264 30.922.219 21.320.772
12 | Kab. Nias 13.934.683 11.278.753 10.980.849 2.774.002 11.324.211
13 | Kab. Nias Barat 9.931.903 9.800.939 9.754.890 37.090.029 10.179.002
14 Kab. Nias

Selatan 37.170.194 31.649.275 33.326.296 16.108.194 12.026.892
15 | Kab. Nias Utara 12.634.625 11.067.453 10.796.712 13.111.818 12.051.809
16 Kab. Padang

Lawas 40.194.094 33.863.492 20.687.086 41.855.720 27.222.308
17 Kab. Padang

Lawas Utara 29.970.452 27.066.719 14.188.326 41.654.554 23.025.933
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18 Kab. Pakpak

Barat 23.253.685 18.525.610 17.563.990 15.026.499 10.454.613
19 | Kab. Samosir 22.829.863 16.619.419 14.553.932 19.373.316 12.772.633
20 Kab. Serdang

Bedagai 45.267.322 43.017.851 38.251.544 44.085.894 36.188.807
21 | Kab. Simalungun 60.525.757 69.220.457 62.498.328 53.035.814 37.920.175
29 Kab. Tapanuli

Selatan 39.793.149 43.637.748 49.479.208 72.425.007 28.424.393
23 Kab. Tapanuli

Tengah 29.538.847 20.952.825 20.164.036 27.736.812 18.329.699
24 Kab. Tapanuli

Utara 29.306.490 23.148.943 22.435.676 26.641.818 28.249.356
o5 Kab. T_oba

Samosir 29.934.067 16.895.365 16.236.781| 561.465.540 17.149.586
26 | Kota Binjai 33.599.444 28.095.108 21.717.959 31.967.744 24.319.795
o7 |Kota

Gunungsitoli 13.248.309 11.489.916 10.558.965 13.459.091 11.465.285
28 | Kota Medan 174.054.637 | 214.334.613| 123.573.101| 224.272.293| 199.321.137

Kota
29 Padangsidimpuan 25.797.109 21.146.916 19.856.732 21.170.479 17.891.011
30 Kota _

Pematangsiantar 26.225.846 27.436.801 22.052.599 56.163.971 25.694.258
31 | Kota Sibolga 20.314.798 16.531.732 14.276.311 17.061.384 14.132.000

Kota
32 Tanjungbalai 20.662.436 12.642.964 12.477.189 15.884.071 13.044.678
33 Kota Tebing

Tinggi 22.603.351 15.606.323 13.895.481 0 0

Pada tabel 4.3 di atas diketahui dari variabel dana bagi hasil nilai

minimum pada Kota Tebing Tinggi tahun 2016 dan 2017 sebesar 0, serta nilai

maksimum pada Kota Medan Tahun 2016 sebesar 224.272.293.

Tabel 4.4

Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera
Utara (2013 - 2017)

No | Pemerintahan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kab. Asahan 271.753.134| 424.188.251| 227.438.270| 237.676.952| 350.146.028
2 | Kab. Batu Bara 205.203.297 | 210.018.299| 227.967.032| 320.423.995| 164.420.003
3 | Kab. Dairi 138.859.862 | 155.712.106| 180.098.060| 217.941.187| 260.705.969
4 Kab. Deli

Serdang 352.334.309| 553.705.890| 491.710.226| 561.285.600| 741.456.897

Kab. Humbang

Hasundutan 190.867.255| 223.948.004| 196.275.197| 223.630.078| 224.702.954
6 | Kab. Karo 245.358.709 | 155.665.020| 300.098.182 | 231.098.360| 335.935.241
7 Kab. Labuhan

Batu 226.693.799 | 209.025.676| 185.515.383| 285.089.741| 277.921.021
8 Kab. Labuhan

Batu Selatan 335.066.618 | 244.955.647| 258.390.106| 294.626.135| 273.152.743
9 Kab. Labuhan

Batu Utara 292.435.766 | 213.674.389| 218.138.402| 256.257.019| 204.563.138
10 | Kab. Langkat 308.212.155| 329.542.795| 497.257.525| 626.295.461 | 527.164.702
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Kab. Mandailing

1 Natal 143.802.439| 181.377.548| 238.677.825| 248.898.512| 268.243.398
12 | Kab. Nias 173.429.299| 158.098.310| 194.330.739| 227.559.502 | 239.523.861
13 | Kab. Nias Barat 161.067.997 | 153.329.907| 187.110.062| 156.180.258| 199.747.993
14 Kab. Nias

Selatan 343.475.132 198.944.305 184.978.091 122.786.141 187.946.733
15 | Kab. Nias Utara 184.356.213 141.607.543 219.043.274 233.739.122 251.675.870
16 Kab. Padang

Lawas 137.297.626 | 103.210.294| 226.709.433| 218.859.097 | 221.963.650
17 Kab. Padang

Lawas Utara 193.425.841 171.951.495 170.639.986 228.440.428 312.571.172
18 Kab. Pakpak

Barat 147.986.633 144.433.403 156.407.390 164.178.920 138.363.427
19 | Kab. Samosir 162.439.730 167.757.876 181.611.819 202.913.344 224.240.859
20 Kab. Serdang

Bedagai 250.621.748 183.438.585 198.977.837 291.118.162 238.604.911
21 | Kab. Simalungun 234.348.465 226.370.775 185.676.905 210.953.245 293.713.451
29 Kab. Tapanuli

Selatan 267.454.273 222.350.225 303.915.013 307.152.297 277.231.853
23 Kab. Tapanuli

Tengah 258.593.437 102.210.556 223.714.622 169.402.709 167.521.314
24 Kab. Tapanuli

Utara 206.895.523 | 146.464.311| 240.549.906 | 238.928.406 | 155.844.954
o5 Kab. T_oba

Samosir 125.576.943 156.147.146 154.106.802 181.212.965 199.230.031
26 | Kota Binjai 133.102.683 | 153.284.846| 174.972.076| 202.943.192| 154.059.962

Kota
27 Gunungsitoli 165.703.391 179.745.680 187.221.924 260.138.209 257.218.076
28 | Kota Medan 630.802.959 | 956.334.028| 916.888.038 | 936.599.133| 997.475.993

Kota
29 Padangsidimpuan | 117.216.919| 104.032.328| 121.667.415| 159.508.882| 184.093.967

Kota
30 Pematangsiantar 134.009.853 112.533.369 152.228.323 199.557.081 259.217.807
31 | Kota Sibolga 87.060.355 105.880.983 126.724.782 185.382.144 124.824.375

Kota
32 | Tanjungbalai 110.991.401| 174.063.400| 106.723.069| 131.747.679| 126.156.230
33 | Kota T. Tinggi 160.860.325| 163.582.124| 158.487.242| 203.355.262| 184.156.162

Pada tabel 4.4 di atas diketahui dari variabel belanja modal nilai minimum

pada Kota Sibolga tahun 2013 sebesar 87.060.355, serta nilai maksimum pada

Kota Medan Tahun 2017 sebesar 997.475.993.
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3. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas data

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model
regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk

menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara,

yaitu:
Histogram
Dependent Variable: Belanja Modal
50 Mean =-9 97E-18
Std. Dev. =0.991
1 M =165
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Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uiji
normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola
distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat

memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Modal

1.0

= =
m m
L L

Expected Cum Prob
i

Observed Cum Prob

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian
normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang
menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara
normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual
kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu,
dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji

statistik.
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Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-
Smirnov (K-S).
Tabel 4.5

Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 165
Normal Parameters? Mean .0000000}

Std. Deviation 8.64147889E7
Most Extreme Differences  Absolute .092

Positive .092

Negative -.080]
Kolmogorov-Smirnov Z 1.182
Asymp. Sig. (2-tailed) 122
|a. Test distribution is Normal.|

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)
Pada tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig Kolmogorov-Smirnov
adalah 0,122. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data

berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan
linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian
multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients?

Unstandardized Collinearity
Coefficients Statistics
Model B Std. Error T Sig. | Tolerance | VIF
1 (Constant) -7.427( 1.6127| -.461| .646
Dana Alokasi Umum .366 .031] 11.644 .000 .585] 1.710
Dana Alokasi Khusus .034 .095| 3.360 .020 721 1.387
Dana Bagi Hasil .614 .136| 4.504 .000 .780( 1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)
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Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena
masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan Tolerance
> 0,10. Untuk variabel DAU memiliki nilai tolerance sebesar 0,585 dan VIF
sebesar 1,710. Variabel DAK memiliki nilai tolerance sebesar 0,721 dan VIF
sebesar 1,387. Variabel DBH memiliki nilai tolerance sebesar 0,780 dan VIF

sebesar 1,282.

c. Uji Autokorelasi
Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji run test.
Terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji run test

lebih besar > dari 0,05.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized
Residual

Test Value? 3.563136
Cases < Test Value 82
Cases >= Test Value 83
Total Cases 165
Number of Runs 76
V4 -1.171
Asymp. Sig. (2-tailed) 242

a. Median
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,242 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
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4. Regresi Linier Berganda
Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen.

Tabel 4.8

Regresi Linier Berganda
Coefficients?

Unstandardized Collinearity
Coefficients Statistics
Model B Std. Error T Sig. Tolerance | VIF
1 (Constant) -7.427] 1.6127| -.461| .646
Dana Alokasi Umum .366 .031| 11.644 .000 .585( 1.710
Dana Alokasi Khusus .034 .095| 3.360 .020 .721] 1.387
Dana Bagi Hasil .614 136 4.504 .000 .780] 1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Tabel 4.8 pada kolom unstandardized coefficients beta dapat disusun
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y =-7,427 + 0,366 X1 + 0,034 X2+ 0,614 X3
Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:
a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka
nilai belanja modal () adalah sebesar -7,427 juta.
b. Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan
meningkat sebesar 0,366 juta.
c. Jika terjadi peningkatan DAK sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan
meningkat sebesar 0,034 juta.
d. Jika terjadi peningkatan DBH sebesar 1 juta, maka belanja modal (YY) akan

meningkat sebesar 0,614 juta.
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5. Uji Kesesuian (Test Goodness Of Fit)
a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/ terikat.

Tabel 4.9
Uji Simultan
ANOVAP
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.53518 3 8.45117 111.106 .000?
Residual 1.22518 161 7.60715
Total 3.76018 164

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung
adalah 111,106 > Fabel 2,66, dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DAU (X1), DAK
(X2) dan DBH (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja

modal (Y).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel

dependen.
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Tabel 4.10
Uji Parsial
Coefficients?
Unstandardized Collinearity
Coefficients Statistics
Model B Std. Error T Sig. Tolerance | VIF
1 (Constant) -7.427]  1.6127| -.461| .646
Dana Alokasi Umum .366 .031| 11.644 .000 .585] 1.710
Dana Alokasi Khusus .034 .095| 3.360 .020 721 1.387
Dana Bagi Hasil .614 .136| 4.504 .000 .780| 1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji statistik t di atas berikut ini:

1)

2)

3)

Kemandirian DAU (X1) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).
Hipotesis pertama mengenai variabel DAU (X1) diketahui bahwa thitung
11,644 > twpel 1,974 dan nilai signifikansi variabel DAU (X1) adalah 0,000
dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DAU (X1) berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal ().

Kemandirian DAK (Xz) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).
Hipotesis pertama mengenai variabel DAK (Xz) diketahui bahwa thitung
3,360 > tiber 1,974 dan nilai signifikansi variabel DAK (X2) adalah 0,020
dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DAK (X2) berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal ().

Kemandirian DBH (X3) berpengaruh terhadap belanja modal ().
Hipotesis pertama mengenai variabel DBH (X3) diketahui bahwa thitung
4,504 > traner 1,974 dan nilai signifikansi variabel DBH (X3) adalah 0,000
dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DBH (X3) berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal ().
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c. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi
antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan Adjusted R Square, karena variabel
bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien
determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Koefisien Determinasi
Model Summary®

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .8212 .674 .668 8.721627
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.11 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai
Adjusted R Square sebesar 0,668. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa
kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel
dependen sebesar 66,8%, sedangkan sisanya sebesar 33,2% (100% - 66,8%)
diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis, seperti

silfa, pendapatan asli daerah dan lain-lain.
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B. Pembahasan
1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum
terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Penggabean (2014), dimana DAU berpengaruh terhadap belanja
modal. Hal ini disebabkan karena unconditional grants merupakan bentuk transfer
yang paling penting selain dana alokasi khusus. Transfer merupakan konsekuensi
dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana
transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan
stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum merupakan
dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan
pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten Di
Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat

tinggi pada pemerintah pusat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus
terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak

sesuai dengan penelitian Suryatini (2017), dimana DAK tidak berpengaruh
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terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus (DAK)
merupakan sumber pendanaan dari APBN terhadap daerah khusus untuk
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang
belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembagunan
dan perkembangan daerah. Apabila daerah akan melakukan kegiatan yang
menggunakan alokasi belanja modal, tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui
Dana Alokasi Umum maka dana yang digunakan adalah Dana Alokasi Khusus
(DAK). Meningkatnya belanja modal akan meningkatkan pengalokasiannya
dalam bentuk pembangunan daerah sehingga pemenuhan akan sarana dan

prasarana daerah semakin cepat terlaksana.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH)
terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Penggabean (2014), dimana DBH berpengaruh terhadap belanja
modal. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka perentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan Bahwa pengalokasian Dana
Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang

berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Dari rumusan ini, maka
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peningkatan Dana Bagi Hasil di setiap daerah sangat ditentukan oleh sumber-

sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

4. Dampak Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari
dana transfer yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana
bagi hasil terhadap belanja modal. Kontribusi ini dilihat dengan membandingkan
dari realisasi dana transfer terhadap belanja modal dari tahun 2013-2017 yang
dilihat menurut tahunnya, apakah selama 5 tahun tersebut kontribusi yang
disumbangkan tiap tahunnya meningkat, menurun atau bahkan tidak stabil. Untuk
itu, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi yang
ada di suatu daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi
hasil melalui belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah kontribusi dana transfer terhadap belanja modal :

Tabel 4.12

Persentase Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

) Kontribusi Dana Alokasi Umum (%)
No Pemerintahan
2013 2014 2015 2016 2017

1 Kab. Asahan 269,97 187,49 359,54 374,94 250,14
2 Kab. Batu Bara 252,30 281,74 253,92 191,41 366,41
3 Kab. Dairi 369,06 342,12 311,27 286,17 235,03
4 Kab. Deli Serdang 357,82 246,30 283,96 266,32 198,06
5 Kab. Humbang

Hasundutan 231,00 217,40 260,75 238,42 233,11
6 Kab. Karo 255,06 441,22 232,41 325,22 219,79
7 Kab. Labuhan Batu 229,59 268,61 319,66 244,36 246,26
8 Kab. Labuhan Batu

Selatan 119,54 183,76 165,25 174,30 184,70
9 Kab. Labuhan Batu Utara 156,51 235,43 243,69 231,33 287,45
10 | Kab. Langkat 318,82 315,48 221,11 191,67 223,72
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11 | Kab. Mandailing Natal 435,00 | 38159 | 302,89 | 316,78 | 289,84
12 | Kab. Nias 19401 | 219,92 | 18827 | 19342 | 177,84
13 | Kab. Nias Barat 156,22 | 182,40 | 161,15 | 22182 | 172,46
14 | Kab. Nias Selatan 123,13 | 232,62 | 25322 | 440,40 | 286,40
15 | Kab. Nias Utara 159,51 | 250,94 | 164,27 | 17580 | 163,31
16 | Kab. Padang Lawas 270,68 | 39535 | 188,68 | 239,90 | 234,71
17 | Kab. Padang Lawas Utara 200,57 | 24351 | 260,66 | 237,34 | 171,95
18 | Kab. Pakpak Barat 184,88 | 217,11 | 209,00 | 208,48 | 244,72
19 | Kab. Samosir 236,86 | 263,24 | 24638 | 226,47 | 202,34
20 | Kab. Serdang Bedagai 250,93 | 380,73 | 362,12 | 266,02 | 320,07
21 | Kab. Simalungun 417,24 | 476,20 | 58433 | 58345 | 411,69
22 | Kab. Tapanuli Selatan 19343 | 257,29 | 19504 | 21314 | 232,40
23 | Kab. Tapanuli Tengah 189,87 | 529,78 | 24953 | 37396 | 37152
24 | Kab. Tapanuli Utara 267,02 407,49 256,16 272,39 410,27
25 | Kah. Toba Samosir 337,07 | 317,25 | 328,89 94,66 | 265,26
26 | Kota Binjai 358,78 | 343,19 | 309,70 | 283,06 | 366,33
27 | Kota Gunungsitoli 214,86 | 21337 | 212,24 | 166,93 | 165,86
28 | Kota Medan 201,36 | 14571 | 13437 | 172,10 | 158,76
29 | Kota Padangsidimpuan 361,08 452,12 396,02 318,28 270,93
30 | Kota Pematangsiantar 367,22 461,58 352,62 297,42 224,94
31 | Kota Sibolga 388,81 | 351,16 | 299,92 | 22267 | 324,89
32 | Kota Tanjungbalai 332,68 | 22248 | 373,30 | 317,40 | 329,09
33 | Kota Tebing Tinggi 229,13 | 23537 | 25253 | 212,65| 229,86

Total 246,40 | 268,68 | 250,54 | 24506 | 237,53

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi

yang terendah atau buruk terdapat pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2016

sebesar 94,66% sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada

Kabupaten Simalungun tahun 2015 sebesar 584,33%. Dari hasil persentase

kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa

persentase kontribusi terendah di tahun 2017 sebesar 237,53% dan persentase

kontribusi tertinggi di tahun 2014 sebesar 268,68%. Hal ini berarti persentase

kontribusi yang diberikan dana alokasi umum terhadap belanja modal di suatu
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daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar
49,92% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana alokasi umum adalah baik.
Tabel 4.13

Persentase Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (%0)
No Pemerintahan
2013 2014 2015 2016 2017

1 Kab. Asahan 29,39 16,01 43,00 94,73 58,57
2 Kab. Batu Bara 20,55 24,67 28,06 69,03 94,79
3 Kab. Dairi 44,01 31,46 29,26 67,55 61,68
4 Kab. Deli Serdang 23,23 18,90 23,86 72,75 61,97
5 Kab. Humbang

Hasundutan 26,60 25,43 29,11 69,14 81,20
6 | Kab. Karo 1961 | 36,16 | 44,89 114,57 60,42
7 | Kab. Labuhan Batu 21,04 | 1924 | 41,46 87,32 63,51
8 Kab. Labuhan Batu

Selatan 15,88 21,33 36,10 52,90 52,12
9 Kab. Labuhan Batu Utara 16,56 21,75 35,06 72,58 110,81
10 | Kab. Langkat 26,33 20,38 29,41 58,56 78,10
11 | Kab. Mandailing Natal 26,97 33,01 32,79 95,05 91,98
12 | Kab. Nias 37,25 45,59 76,64 74,02 67,71
13 | Kab. Nias Barat 26,18 32,20 38,05 36,64 76,16
14 | Kab. Nias Selatan 29,63 45,69 68,78 126,84 116,15
15 | Kab. Nias Utara 30,58 52,22 62,72 57,46 52,69
16 | Kab. Padang Lawas 22,63 33,64 31,63 68,66 66,71
17 | Kab. Padang Lawas Utara 18,77 21,20 26,75 66,90 47,61
18 | Kab. Pakpak Barat 36,49 43,05 48,36 49,60 57,57
19 | Kab. Samosir 20,65 27,83 32,91 56,03 74,69
20 | Kab. Serdang Bedagai 27,22 37,92 54,47 89,04 93,98
21 | Kab. Simalungun 34,46 34,48 53,85 158,67 137,82
22 | Kab. Tapanuli Selatan 20,31 28,58 35,33 70,01 57,82
23 | Kab. Tapanuli Tengah 32,19 74,05 78,03 116,99 124,79
24 | Kab. Tapanuli Utara 26,95 32,98 51,27 90,88 103,12
25 | Kab. Toba Samosir 36,65 43,41 50,93 0 104,32
26 | Kota Binjai 14,76 20,57 23,17 69,71 65,39
27 | Kota Gunungsitoli 19,17 17,93 44,82 63,46 42,28
28 | Kota Medan 9,83 7,74 0 6,90 34,06
29 | Kota Padangsidimpuan 34,08 36,84 38,46 86,56 85,02
30 | Kota Pematangsiantar 30,89 29,02 33,15 64,80 45,97
31 | Kota Sibolga 33,85 31,99 71,54 54,25 56,73
32 | Kota Tanjungbalai 25,57 19,54 27,66 87,86 65,84
33 | Kota Tebing Tinggi 22,55 22,14 30,55 61,74 77,98

Total 24,41 25,74 36,11 66,78 69,47
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi
yang terendah atau buruk terdapat pada Kota Medan tahun 2015 sebesar 0
sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik terdapat pada Kabupaten
Simalungun tahun 2016 sebesar 158,67%. Dari hasil persentase kontribusi dana
alokasi khusus terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase
kontribusi terendah di tahun 2013 sebesar 24,41% dan persentase kontribusi
tertinggi di tahun 2017 sebesar 69,47%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang
diberikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di suatu daerah mengalami
kenaikan pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,90% maka
dapat dikatakan bahwa kontribusi dana alokasi khusus adalah kurang baik.

Tabel 4.14

Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

. Kontribusi Dana Bagi Hasil (%)
No Pemerintahan
2013 2014 2015 2016 2017

1 Kab. Asahan 23,94 13,03 21,75 30,30 16,09
2 | Kab. Batu Bara 18,09 12,05 9,96 9,51 14,40
3 Kab. Dairi 19,11 13,62 9,40 9,08 6,30
4 | Kab. Deli Serdang 16,77 10,14 10,50 12,62 8,02
5 Kab. Humbang

Hasundutan 14,31 8,86 12,48 13,11 6,07
6 Kab. Karo 12,27 11,93 5,96 10,24 5,32
7 | Kab. Labuhan Batu 22,42 18,94 20,12 20,99 17,14
8 Kab. Labuhan Batu

Selatan 16,96 18,50 19,92 21,09 16,70
9 Kab. Labuhan Batu Utara 12,07 14,91 13,43 14,86 12,10
10 | Kab. Langkat 54,98 46,57 28,72 26,41 34,78
11 | Kab. Mandailing Natal 26,49 29,59 23,31 12,42 7,94
12 | Kab. Nias 8,03 7,13 5,65 1,21 4,72
13 | Kab. Nias Barat 6,16 6,39 5,21 23,74 5,09
14 | Kab. Nias Selatan 10,82 15,90 18,01 13,11 6,39
15 | Kab. Nias Utara 6,85 7,81 4,92 5,60 4,78
16 | Kab. Padang Lawas 29,27 32,81 9,12 19,12 12,26
17 | Kab. Padang Lawas Utara 15,49 15,74 8,31 18,23 7,36
18 | Kab. Pakpak Barat 15,71 12,82 11,22 9,15 7,55
19 | Kab. Samosir 14,05 9,90 8,01 9,54 5,69
20 | Kabh. Serdang Bedagai 18,06 23,45 19,22 15,14 15,16
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21 | Kab. Simalungun 25,82 30,57 33,65 25,14 12,91
22 | Kab. Tapanuli Selatan 14,87 19,62 16,28 23,57 10,25
23 | Kab. Tapanuli Tengah 11,42 20,49 9,01 16,37 10,94
24 | Kab. Tapanuli Utara 14,16 15,80 9,32 11,15 18,12
25 | Kah. Toba Samosir 23,83 10,82 10,53 309,83 8,60
26 | Kota Binjai 25,24 18,32 12,41 15,75 15,78
27 | Kota Gunungsitoli 7,99 6,39 5,63 5,17 4,45
28 | Kota Medan 27,59 22,41 13,47 23,94 19,98
29 | Kota Padangsidimpuan 22,00 20,32 16,32 13,27 9,71
30 | Kota Pematangsiantar 19,57 24,38 14,48 28,14 9,91
31 | Kota Sibolga 23,33 15,61 11,26 9,20 11,32
32 | Kota Tanjungbalai 18,61 7,26 11,69 12,05 10,34
33 | Kota Tebing Tinggi 14,05 9,54 8,76 0 0

Total 19,11 17,45 13,84 22,37 12,20

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi

yang terendah atau buruk terdapat pada Kota tebing Tinggi tahun 2016 dan 2017

sebesar 0 sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada

Kabupaten Toba Samosir tahun 2016 sebesar 309,83%. Dari hasil persentase

kontribusi dana bagi hasil terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa

persentase kontribusi terendah di tahun 2017 sebesar 12,20% dan persentase

kontribusi tertinggi di tahun 2016 sebesar 22,37%. Hal ini berarti persentase

kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap belanja modal di suatu daerah

mengalami ketidak stabilan kontribusi pada setiap tahunnya dengan rata-rata

kontribusi sebesar 3,40% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana bagi hasil

adalah kurang baik.
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Persentase Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal

Tahun 2013-2017
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Kontribusi Dana Transfer (%)

No Pemerintahan
2013 2014 2015 2016 2017

1 | Kab. Asahan 323,31 | 21655 | 42430 | 499,98 | 324,80
2 | Kab. Batu Bara 290,95 | 31847 | 291,95| 269,93 | 475,60
3 | Kab. Dairi 43219 | 387,21 | 34994 | 36281 | 303,02
4 | Kab. Deli Serdang 397,83 | 27535 318,33 | 351,69 | 268,06
5 Kab. Humbang

Hasundutan 271,92 | 251,70 | 302,36 | 320,68 | 320,39
6 | Kab. Karo 286,95 | 489,32 | 283,26 | 450,04 | 28555
7 | Kab. Labuhan Batu 273,95 | 306,80 | 381,25 | 352,68 | 326,92
8 Kab. Labuhan Batu

Selatan 152,39 | 22360 | 221,29 | 248,29 | 25353
9 | Kab. Labuhan Batu Utara 185,15 | 272,10 | 29220 | 318,78 | 410,37
10 | Kab. Langkat 400,13 | 382,43 | 27924 | 276,66 | 336,61
11 | Kab. Mandailing Natal 488,46 | 44420 | 358,99 | 42426 | 389,78
12 | Kab. Nias 23929 | 27265| 27056 | 268,66 | 250,28
13 | Kab. Nias Barat 188,57 | 221,00 | 20442 | 282722 | 25372
14 | Kab. Nias Selatan 163,59 294,22 340,00 580,36 | 408,95
15 | Kab. Nias Utara 196,94 | 310,98 | 231,90 | 238,88 | 220,80
16 | Kab. Padang Lawas 322,60 461,80 229,44 327,69 313,69
17 | Kab. Padang Lawas Utara 234,83 | 280,45 | 29574 | 32248 | 226,93
18 | Kab. Pakpak Barat 237,08 | 27299 | 26859 | 267,23 | 309,85
19 | Kab. Samosir 27157 | 300,99 | 287,32 | 292,06 | 28273
20 | Kab. Serdang Bedagai 296,22 442,10 435,82 370,22 | 429,22
21 | Kab. Simalungun 47754 | 541,26 | 671,84 | 767,26 | 56242
22 | Kab. Tapanuli Selatan 228,62 | 305550 | 246,66 | 306,73 | 300,48
23 | Kab. Tapanuli Tengah 23349 | 624,33 | 33658 | 507,33| 507,26
24 | Kab. Tapanuli Utara 308,14 | 456,29 | 316,77 | 37443 | 531,52
25 | Kab. Toba Samosir 397,57 | 371,48 | 390,35 | 40450 | 378,19
26 | Kota Binjai 398,79 | 382,00 | 34529 | 36854 | 447,52
27 | Kota Gunungsitoli 24204 | 237,69 | 262,70 | 23556 | 212,60
28 | Kota Medan 238,79 | 175,87 147,85 | 202,95 | 21281
29 | Kota Padangsidimpuan 41718 | 509,29 | 450,81 | 418,12 | 365,67
30 | Kota Pematangsiantar 417,68 514,98 400,26 390,37 280,83
31 | Kota Sibolga 446,00 | 398,77 | 382,73 | 286,13 | 392,95
32 | Kota Tanjungbalai 376,87 249,29 412,66 417,32 | 405,27
33 | Kota Tebing Tinggi 265,74 267,06 291,86 274,39 307,84

Total 28992 | 311,88 | 30050 | 33422 | 319,21
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Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi
yang terendah atau buruk terdapat pada Kota Medan tahun 2015 sebesar 147,85%
sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada Kabupaten
Simalungun tahun 2016 sebesar 767,26%. Dari hasil persentase kontribusi dana
transfer terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi
terendah di tahun 2013 sebesar 289,92% dan persentase kontribusi tertinggi di
tahun 2016 sebesar 334,22%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang diberikan
dana transfer terhadap belanja modal di suatu daerah mengalami ketidak stabilan
kontribusi pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,23% maka
dapat dikatakan bahwa kontribusi dana transfer adalah sangat baik.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk
belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian
pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya
pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran
belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki
ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam
mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan dari

daerah maka semakin besar pula belanja modalnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan, dapat ditarik simpulan

sebagai berikut:

1.

Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Dana bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di

Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka

disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis

dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari

pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan
untuk  meningkatan pelayanan pada masyarakat yang disertai
pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan

baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

62
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2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah sampel,
khususnya di luar Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara. Hal ini
bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah

mandiri maupun yang belum mandiri.
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